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: a. bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal
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ayat (1) dan ayat (3} Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 ientang Penanaman Modal dan

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik
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Rencana Umum Penanaman Modal, perlu

------
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Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
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b bahwa guna memberikan arah kebijakan
g

A 1 1 4.
Icrjaq: mampang nnain asngan gepyaxan sekroral

perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten Semarang Tahun 2013-2025;

0

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
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ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
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Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
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Undang-Undan

el

Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubabius  Balas-balas  Wilayah  Kotapraja
Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II
Stmarang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran

egara Republik Indonesia Nomor 1652j;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib  Daftar Perusahaan (Lembaran Negara

1101 T o1 et PR Y
Smiinitis Fvrinnmecin Poniin 1TGRD MNAaraoor Y,
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian  (Lembaranr  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3274);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3720} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
tentany Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Romoditi {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran

nY N " b DU WE 5L 4 DN ey T vt Ao dn 2
Negara Republik indonesia Nomor 5232);

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1599 tent tang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 199% Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

AT T 1Y
NOINCL O0CL 1,

)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemr  Perencanaan Pembangunan  Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

oY ta aT 1 T

<uvut NommwriU4, Tambahan  Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 4421 );

Tl

ahun 2004 tentang

T

Undang-Undang Nomor 32

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

‘r

ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

e Lard 1

4437} scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor

4484 );

Undang-Undang Nomor 25 Taliun 2007 tentang
Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724 ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

™

Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
v .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Lsal aterd

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
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Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomior

4756);

a¥al

Undang-Undang Nomor 206 Taliun 2008 ten tang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonmior
93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Y 3

ndonesia Nomor 3611};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200

O
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Indeonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

<

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

I7T L ond I T

{Lembaran: Negara Republik  Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

~

T . A VT Gre BT e e Ty AN
KL’JPUUL}K LIIQOIICstar INOIoT JLOt},
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ P g
‘Qbu}j‘ 2012 Nomor 227 ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5630);

Peraluran Pemerinlah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tghun 1992
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya
Daerah Tingkat I Salatiga dan Kabupaten Daerah

iT

Tingkat II Semarang {Lembaran Negara Republik
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indonesia Tahiun 1992 Nomior 114, Tambalian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pemibagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Permerintal: Dacrah Rabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran N egara Republik
Indonesia Nomor 4737);

+

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun

)

N
Jh 4

b

tentang ijin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5284};

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang

Penanaman Modal;

Peraturann Presiden Nomor 36 Tahun 2010
tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
D1 Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Umum Penanaman Modal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 42);

Perawuran Dacran Kabupaien Scmarang Nomor
16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Memjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten = Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor i6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sem rang Nomor 5

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
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Jauligha Panjaig Daerab {RPJPD} Rabupaten

Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah

b T T a¥a¥tal nY

Rabupaic: Seuw diddig rdiiuln 2UUY Nomor 5

Tambahan  Lembaran  Daerah Kabupaten

. Seinaiang Nomwor 2 §;
. 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomeor 7

Taliunt 2010 tentang  Penanaman  Modal  di
Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

o
=

b

Tahun 20611 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten semarang Tahun 2011 -

]

031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Aot - 1 x <
aman 2ull nNemer ©, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 );

: 29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Semarang Tahun 2010 — 2015;

1
i

C)]

30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman

Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Laa) — TIVA KT

mMenectapran ¢ PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

IITINT f'\Gj’\ T

NT Y AN -
SEMARANG TAHUN 2013 - 2025,
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Semarang.
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pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah menurut asas olonomi dan tugas perbantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

o
s

o)

1G4
i h

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala

Daerah Kabupaten Semarang.

Kantor Penanamarn Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten
Semarang yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor
Penenieanan Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat Kepala KPMPT

-x 1
1]

adalah Kepala Kantor Penanaman Maodal dan Perijinan Terpadu

Kabupaten Semarang.

Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten
yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekreiariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanarn modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia.
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Rencana Umum Penanamean Modal Kebupaten Semarang yang
selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan
penanaman modal di Kabupaten Semarang yang berlaku sampad

dengan tahun 2025.

1i. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah
- data statistic yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis

tentang pembangunan ekonomi suatu daerah.

Pasal 2

{1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal
Jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Ee )] TJTYAATT . : P R . |

Z; RUPMK ebagaimana dimaksud pada ayat {1} berfungsi
mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar

tudak tumpang tndih dalam penetapan prioritas.

- Pasal 3
.
{1} RUPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan
- sistematika sebagai berikut
a. pendahuluan,

b. asas dan tujuan;

]

< e 4 .
IS AT gt
Vims Lxaaid TSI,

o

kebtjakan dasar penanaman modal;

Sir dLLsx ptﬁll;blﬂlﬁdll JELTL periariainagil n..Odd}.

-y

tahapan;

kondisi yang mendukung,

oo Y [

keadaan yang bisa mengganggu;

[

proyeksi kebutuhan investasi.

RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam

"

Lampiran dan merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ind.
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Pasal 4

"~

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu abupaten

o

Semarang  melaksanakan  pemantauan dan  pengendalian

11 ’d

pelaksanaan penanaman meodal di Kabupaten Sﬁmgzang.

perkonsultast kepada Badan ¥oordinasi Penanaman  Moda

v (EF R R P L NE Y

dan/atau Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

UPMK menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan
yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten

Semarang;

Pasai 5

Pemerintah Daerah menyusun RUPM dengan mengacu pada
Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman

Maodal Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pengemban \gan potensi

Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan RUPMEK, Pemerintah Daerah dapat

memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertulup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undang garn.

Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), mengacu pada arah kebijakan pemberian
kemudahan, dan/atau insentif,
Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
crouka  Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada arah kebijakan
Bupatt dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangarn
penanaman modal di daerah.
Pemberian kemudahan dan/atau insentif dan pengusulan Bidang
Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), dievaluasi secara berkala oleh KPMPT
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daerah.

{0)  Evaluasi scbagaliuaim dlinaksud pada ayat {5 dilaksanakan peding
sedikit 1 {satu} kali setiap 2 (dua) tahun.
{7} Hasi cvaluasi sebagaimans dimaksud pada ayat (5] disampaikan
kepada Bupati.
Fasal O

Ketentuan lebih lanjut vang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan
Bupai i diatur dengan  Peraiuran Kepaia KPMPT Kabupaten
Semarang.

TYT

Al 'Fe ) vy
DD 1l

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

o by

[=% Nnaten Camar
LLL&MME—’M{.‘\ AL I Y

ca i

™ sl e o FD T T e e
il Unrall Ul Uligdarall

pada tanggal ¢6- jy -~ 55,3

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal .06 1272613

YOSINRAATIARISY MATITIRT AA1 A AT AT 6
v oviARANG TAHUN 2013 NOMOR V2.
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PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : _93 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD)
Kabupaicn Semarang Tehun 2005-2025 yang ileriuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 20009.
Untuk dapat mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Semarang
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Patjjang Daerah (RPJPD) Kabupalen Semarang Tahun 2005-2025
tersebut, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi, perlu
disusun pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan

investasi di Kabupaten Semarang.

Pedoman mengenal  arah, strategi dan  kebijakan
penanaman modal (investasi) di Kabupaten Semarang
diperlukan agar dalam pelaksanaan investas dapat dilaksanakan
sesuai dengan pedoman investasi, sehingga tujuan pembangunan
ckonomi  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Rabupaten Semarang Tahiun 2005-2025
dapat tercapai.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia.

x
R

Rencana Umum  Penanaman  Modal Kabupaien
merupakan pedoman dan arah umum kebijakan investasi di
Kabupaten Semarang dalam rangka perwujudan Kebijakan dasar

penanaman modal yang mendukung pencapaian Rencana
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Semarang Tahun 2005-2025.

*

Pada akir periode pembangunan jangka panjang daerah
Kabupaten Semarang 2005-2025, tingkat kesejahteraan
penduduk di Kabupaten Semarang diharapkan telah mencapai
tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di
kabupaten/kota lain yang maju di Jawa Tengah. Untuk mencapai
tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita
penduduk di Kabupaten Semarang harus tumbuh lebih cepat
daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di kabupaten /kota
lain. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih
efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Semarang serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja
yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah
uniuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di

Kabupaten Semarang.

Pertumbuhan ckonomi Kabupaten Semarang tahun

2007-2011 mengalami tren meningkat dengan rata-rata

L ]

besar 4
perlumbunan scoesar 4,

-
¢
é

9 %%, Pertumbpuhan teringgi terjadi

pada tahun 2011 sebesar 5,69 % dan pertumbuhan terendah

e s

terjadi pada tahun 2008, yakni 4,26 %. Sektor yang memiliki

rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor bangunan

o~ o

(konsiruksi) dengan pertumbuhan 9,31 % per tahun. Sektor yang

memiliki pertumbuhan terendah adalah sektor penggalian

\C“\

dengan pertumbuhan 0,53

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan
kesempatan berusaha yang semakin luas, diperfukan berbagai
kemudaban usaha yang semakin baik, kemudahan untuk
menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi

fleaha Mikro, Kecil da

[ WWiiniifll, Ciaa

Menengah (UMKM). Untuk mencapai
kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang ditempuh melalui

strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebjjakan  penanasman modal Kabupaten Semarang
harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian yang

memiliki daya saing yang linggi dan berkelanjutan. Dalam upaya
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engjukan  daya  saing  percekosomlan  secara  berkelanjutan,
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan
b . DV e A e g B e B g i - P I 4 et e b R P S,
13.933913 pllialiadniai: ota: yang kondusif dcngdﬂ tCrus
mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah

1 U S [RGB aUUR N G [ S 5 5 PPN B B
xvunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah
perencanaan penanaman modat yang jelas dalam jangka panjang
yang termuat dalam sebuah dokumen RUPMK. Hal tersebut
scsual dengan pasal 4 ayat {2) Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang
menyatakan bahwa Pemeriniah  Kabupaten/RKota menyusun
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang
mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan
potensi Kabupaten /Kota.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi
untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh
kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan
persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten
Semarang.

Untuk  mendukung pelaksanaan RUPMK guna
mendorong peningkatan pesanaman modal yang berkelanjutan,
diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang
saia dari seluruh pemeangku kepentingan di bidang penanaman
modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan
pombagian  kewenangan, pendelegasian  kewenangan, dan
koordinasi dari masing-masing pihak.

Dalaiz RUPMEK juga ditetapkan bahiwa arah kebijakan
pengembangan penanaman modal harus menuju program
pengembangan ekonomi hijau {yreen economy), dalam hal ini
target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan
tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliput
perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman

hayail, dan pencemaran lingkungan, scrta penggunaan energi
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basu terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan
strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan
mampu  bersaing  dengan didukung  jaringan  prasarana
transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan

kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif

serta promost dan  pengendalian  penanaman  modal juga

merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman

mudal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau
insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga
mempromosikan kegialan penanarnan modal yang strategis dan
berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah,
peningkatan akiivitas penanaman modal di sektor prioritas
tertentu  ataupun pengembangan  wilayah. Sedangkan
penyebarivasan  informasi potensi dan peluang penanaman
modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi
hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan
penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga
ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menijadi arahan
dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman
modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi

Kabupaten Semarang.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh
SKPD secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan

berkelanjutan.

RUPMK diperlukan agar pelaksanaan investasi di
Kabupaten Semarang sesual dengan kebijakan investasi
Kabupaten Semarang sehingga tujuan pembangunan ekonomi
R . e <t ) Lt i . i . R N .
untuk mewuwudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 dapat tercapal.
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B. Alasan Penyusunan

1.

Landasan Filosofis

TO4A5
E Ry 26

Pembukaan Undang-Undang Dasar
mengamanatkan bahwa pemerintahan Negara Republik
indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
Resejahteraan amum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah sebagal
penyelenggara negara bertugas untuk mewujudkan cita-cita

iuhiur tersebut.
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tujuan kesejahteraan

masyarakat, pembangunan  ekonomi  harus dapat

Py

takan kondis! yang lebin baik dan adiy;
baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan,
schingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif
dan optimal dalam mengembangkan perekonomian. Spirit
pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar
pemerintah berperan aktif untuk memberikan arah,
perlindungan dan kemudahan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi.

Sebagaimnana diamanatkan undang-undang dasar
dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum,
pemerintah berkewajiban untuk  berperan  dalam
pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang
sama terhadap anggota masyarakat, agar pengelolaan
ekonomi semakin efisien dan berkeadilan,
berkesinambungan, dan mandiri. Agar pemerintah  dapat
berperan sesuai dengan tujuan dan optimal, pemerintah
perlu menyusun pedoman mengenai arah, strategi, dan
kebijakan pembangunan khususnya dalam bidang investasi
untuk mendukung tujuan jangka panjang pembangunan
ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
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iandasan Sosioclogi

/2]

% . e — o~ : - I 1 - i o
Strukitur  perekonomian  Kabu paten  Semarang

sangat dipengaruhi oleh sektor industri yang kontribusinya

46,44%; sektor pertanian sebesar 12,57%; sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,68%; sektor
Jasa-jasa sebesar 8,71,%; sektor lembaga keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,53%; sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,18%; sektor
konstruksi sebesar 3,84%; sektor listrik, gas dan air
sebesar 0,93%; dan sektor penggalian hanya sebesar
0,12%. Sehingga dengan demikian tiga sektor yang
menjadi unggulan daerah merupakan sektor yang paling
besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di

Kabupaten Semarang.

Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten
Semarang atas dasar berlaku menunjukkan perubahan yang
cukup batk. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 8.030.714,-
/tahun meningkat menjadi Rp. 11.446.976,-/tahun pada
tahun 2011.

i

Tahel i

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang

2V e T e sene 1 ; »_ .
Dalam Kurun Waktu 2007 - 2011

3 1

I
| l PDRRB ADHR ; PDRB ADHK
( Tahun I P
Nilai Pertumbu Nilai Pertumbu
i {9 oa
{Rp. juia) han (%) {Rp. jnta) han (%]
| 2007 8.175.899,2 219,53 | 4.871.444,3 130,80
2008 9.284.507.6 249,30 5.079.003,7 136,38
2009 | 10.066.8455 270,30 | 5.300.723,4 | 142,33 |
2010 | 11.071.609,3 287,28 | 5.560.551,9 | 146 .31
[ ? f
i ]
12011 | 12.335.446,5 | 331,22 | 5.877.190,9 | 157,81

‘Sumber: PDR‘B Kabupaten‘Semarang, 2012
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perkembangan roda pembangunan. Jumlah dan

komposisi tenaga Kerja akan terus mengalami perubahan
seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Data
dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
terdapat penurunan pencari kerja yang signifikan
scbanyak 1.938 orang. Jika pada tahun 2010 terdapat
11.330 pencari kerja dari segala tingkat pendidikan,
maka pada tahun 2011 pencari kerja yang tercatat di

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

-~

scbanyak ©.392 orang. Komposisi pencari kerja yang
terdaftar berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai

dan 3.253 luki-laki

~ oy
b

1. gy Lo o 4o N T I Ve e g S fo Y 0,
venkut @ 0.13Y wanita {65,36%

o’

(34,64%). Pemohon dan permintaan ijin bekerja bagi
Warga Negara Asing {(WNA] tahun 2007 sebanyak 34
orang dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebanyak

7z

77 orang atau meningkat sebanyak 23 orang atau 42,5%.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten
Semarang pada umumnya masih bekerja di bidang
pertanian, vaitu sebesar 35,89%, kemudian sektor
industri 22,26%, sektr perdagangan sebanyak 16,04%,
sektor jasa kemasyvarakatan 13,51%, konstruksi 6,40%
sedangkan sisanya terbagi ke dalam 4 (empat) sektor
lainnya. Hal ini sesuai dengan potensi wilayah
Kabupaten Semarang vyang sebagian besar masih
merupakan lahan pertanian. Komposisi penduduk
berdasarkan Penduduk Kabupaten Semarang yang
bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2011 dapat

dilihat sebagaimana tabel berikut :
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Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan

Tabel 2

Usaha Di Kabupaten Semarang Tahun 2011

1
i
No Lapangan Usaha Jenis Kelamin
L ! P Jumlah
.y : i 251.292 | 436.931
A Pendlfduk Belum/tidak 185.639
bekerja
B. | Penduduk Bekerja 276.953 | 224.918 | 501.871
1. Pertanian, perkebunan, 105705 74.435 180.140
kehutanan & perikanan
2. Pertambangan dan 1.233 174 1.407
penggalian
3. | Industri pengolahan 37.906 73.797 111.703
4. Listrik, gas dan air 1.285 169 1.454
minum
5. Konstruksi 31.656 | 507 32.163
6. Perdagangan, rumah 34.915 45.569 80.484
makan & akomodasi
7. Angkutan, pergudangan 17.715 516 18.231
& komunikasi
8. Lembaga keuangan, real 3.049 1.275 4.324
estate, persewaan,, jasa
: perusahaan
9. Jasa kemasyvarakatan, 40.587 27.240 67.827
sosial dan perorangan
10. Lainnya 2.902 | 1.236 4,138
Tahun 2011 462.592 | 476.210 938.802
| Tahun 2010 450.771 | 473993 | 933.764
| i
Sumber: BPS Kabupaten Semarang
Dari sisi tingkat pendidikan dan ketrampilan,
pencari kerja di Kabupaten Semarang yang belum

ditempatkan pada tahun 2011 sebagian besar berpendidikan
SMA sebanyak 6.734 (49,64%). Hal

disebabkan kurangnya daya saing dibandingkan dengan

ini antara lain

angkatan kerja daerah lain. Namun apabila dilihat dari

tungkal penempatan tenaga kerja di Kabupaten Semarang

. 1

mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tenaga kerja yang
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ditempatkan mencapal 4.013 orang (30,30%) dari jumlah
pencari kerja dan angka ini meningkat menjadi 5.369 rang

£y po

{39,57%;) di taliun 2011.

Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerja vang
terserap di perusahaan mengalami peningkatan dari 79.336
orang di tahun 2007 meningkat sebesar 14,14% menjadi
90.554 orang di tahun 2011. Peningkatan ini sejalan dengan
bertambahnya jumlah perusahaan. Di tahun 2007 jumlah
perusahaan yang ada di Kabupaten Semarang sebanyak 582
buah, yang terdiri dari 76 perusahaan besar, 48 perusahaan
sedang, 72 perusahaan menengah, dan 386 perusahaan
kecil. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan meningkat
cukup signifikan yaitu sebesar 47,25% dibanding tahun
2007 hingga jumlahnya mencapai 857 buah perusahaan,
yang terdiri dari 100 perusahaan besar, 68 perusahaan
sedang, 97 perusahaan menengah, dan 592 perusahaan

kecil,

Peranan sektor industri sampai saat ini masih

ook

merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar
dalam perekonomian Kabupaten Semarang. Perkembangan
sektor industri di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari
nifai sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten, yang pada
tahun 2009 berdasarkan atas dasar harga konstan
kontribusinya mencapai 46,55% dan tahun 2011 meningkat
menjadi  46,44%. Untuk industri Kecil Menengah
menunjukkan peningkatan yang luar biasa, seperti industri
kecil menengah tahun 2009 yang semula berjumlah 1.341,
pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.434.

Sektor industri merupakan potensi ekonomi yang
telah berkembang di Kabupaten Semarang. Industri
unggulan vang mendominasi di Kabupaten Semarang
adalah industri makanan dan minuman, industri obat-
obatan, industri tekstil dan garment yang secara umum
nilai produksinya di Kabupaten Semarang mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.
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Stjalan dengan peningkatan nilad produksi, maka
serapan tenaga kerja pada sektor industri juga mengalami
pt;uingkaiau incskigjuu uukup kecil, Dart piain balian
tenaga kerja yang setiap tahunnya direkrut oleh
puiusalicain  pada  uniuliya lentaga lidrieds  lepas
sedangkan tenaga kerja ahli didatangkan dari luar hal ini
dikarcnakau  cnaga koija yadiig iciipuiiyal  Kealilias
khusus belum ada di daerah Kabupaten Semarang.
Seiring dengan penambahan Jumlali tenaga kerja, maka
berakibat pula pada peningkatan produksi hasil industri
yang akan dipasarkan baik di dalam fegert mavpun fuay
negeri, kecuali untuk industri obat-obatan pemasarannya
branya di dalam negeri saja karena untuk vbat-obatan
daya beli dari luar negeri masih kecil Jika dibandingkan
dengan bilaya produksi schingga akan mengalami

kerugian.

Jumiah rumah tangga di Kabupaten Semarang pada
tahun 2011 adalah 283.303 Kepala Keluarga. Dari jumlah
tersebut  yang  termasuk  dalam golongan  keluarga
prasejahtera sebesar 70.299 rumah tangga atau 24,81%.
Dengan demikian jumiah penduduk vang tergolong tidak
mampu diperkirakan mencapai 281.196 jiwa. Walaupun
proseniasernya terbilang cukup tinggl narmun dibandingkan
tahun 2007 kondisi tersebut sudah mengalami peningkatan

- Favend

ot . N 4 A Tt L1 . S Ya YA - w11 L D
seesaHt L3, . 17} LA LU [RESSSRICE ] K@iu&fga

prasejahtera sebanyak 86.814 kepala keluarga atau sebesar

47,11% dari selurul rumah tangga vang ada di Kabupaten
Semarang

Banyaknya jumnlah keluarga miskin di Kabupaten
Semarang pada umumnya disebabkan oleh rendahnya
pendapaian, minimnya pemenuhan dan akses pelayanan
sarana dan prasarana terutama dalam bidang pendidikan
dan keschalan, periambahan jumiah penduduk yang tidak
diiringi oleh peningkatan kualitas hidup, rendahnya daya

beli masyarakat dan lain-lain.
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Svtaia uiinui KUndis keluarga miskin ditandai oleh
ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal :
Lo Memenubi kebutuban dasa scpertl sandang, pangail,

papan, pendidikan dan kesehatan.

2. Melakukan kegiatan usaha produtif.
3. Menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi.

4. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Dengan kondisi lersebut pemeriniah pusat sampai
tingkat pemerintah daerah telah berupaya keras dalam
mengurang! angka kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan
dan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga
kescjaliieraan  dan  kemandirian masyarakat  kelompok
miskin tersebut dapat terwujud. Upaya-upaya yang
dilakukan oleh Perueriniah Rabupaien Semarang dalam
rangka pemberdayaan dan perwujudan  kemandirian
masyarakat, antara lain melalui penyediaan sarana dan
prasarana bagi masyarakat miskin.

o

Di samping program yang bersifal fisik dan
pemberian dana stimulan, upaya lain yang dilakukan dalam
mengurangl  angka  kemiskinan  yaitu meningkatkan
keberdayaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam
pembangunan melalui perkuaian kelembagaan desa, yang
disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Kabupaten Semarang meningkat dari 73,66 pada tahun
2002 menjadi 7145 pada tahun 2011, Angka Indeks
Pembangunan Manusia tersebut lebih tinggi dibandingkan
s Pembangunan Manusia &i Jawa

Tengah sebesar 72,10 pada tahun 2009 dan 74,20 pada

Untuk dapat mendorong penurunan  angka
kermiskinan den peningkaian Indeks Pemnbangunan Manusia
(IPM) pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai

prasarana dan sarana yang dapat mempercepat penurunan
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C.

atigka kemiskinan dan meningkainya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) melalui program dan kegiatan yang dibiayai
oieh pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,
diperlukan usaha-usaha yang mendorong semakin tingginya
portumbuhan  ckonomi serta pemerataan ekonomi, baik
dalam pemerataan berusaha, pemerataan pendapatan, dan
penigkatan pendapatant masyarakat. Rarena ity,
diperlukan pedoman arah kebijakan ekonomi, khususnya
wivestasi  agar  peningkatan Kesejahteraan masyarakat

dapat dicapai sesuai dengan yang diidealkan.

Sasaraii

Sasaran RUPMK  adalsh menvediskan  pedoman

mengenai arah, strategi dan kebijakan investasi di Kabupaten

Semaran

LR LV S T8 -

g yang mampu mendorong pembangunan ekonomi

jangka panjang Kabupaten Semarang untuk mewujudkan

perekonomian daerah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. perekonomian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat
Kabupaten dan hinterland nva dengan aktivitas ekonomi
utama berupa perdagangan, jasa dan industri serta
didukung sektor ekonomi lainnya untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera;

L. tercapainya pengguuaan sumberdaya secara elisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan
ekonomi di Kabupaten Semarang,;

c. berbasis pada potensi unggulan daerah sehingga mampu
mendorong perekonomian daerah yang lebih merata dan

seimbang antar daerah;

d. didukung oleh perkembangan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan dan mampu mendorong perekonomian semakin

efisien dari waktu ke waktu;
€. berorientasi pada pengembangan ekonomsi kerakyatan,

f. membaiknya struktur perekonomian yang kokoh;

137



oo

berlandaskan  pada kKeunggulan  kompetiuf  sekior basis
ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi

berkualitas;

berdaya  saing global, menjadi motor penggerak
perekonomiari, meningkainya sumber-sunmiber pembiayaan
daerah;

sermakin meningkatnya kualitas pelayanan;

semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok dengan
harga terjangkau disertai instrumen jaminan pangan pada

tingkat masvarakat: dan

semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah

yalig berdaya saing tnggi sebagal sumber kekavaan daerah.

II. Asas dan Tujuan

1.

b

Asas RUPMK adalah kepastian hukum, keterbukaan,
akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan
asal negara penanam medal, kebersamaan, efisiensi
berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandinian, xeseimbangan, kemauan da kesatuan

ek FoS

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional vang
kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan
dava saing perekonomian di Kabupaten Semarang
dengan cara :

1. Memberi perizkuan yang sama bagi penanam
modal dalam negeri dan penanaman modal asing
dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional.

2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,
dan Keamanan berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan sampai dengan berakhirnya
perizinan.

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro,

kecil, menengah, dan koperasi.
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U, mempercepat priingkatan penanaman modal.
¢. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

menciptakan lapangan kerja.

'C:~‘

e. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.

- . v
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meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

q{::

daerah.
n.  mendorong pengembangan ekonomi Kerakyatan.

i.  mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi
riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari

dalam negeri maupun dari luar negeri.

j.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dan Misi

Visi dari penanaman modal di Kabupaten Semarang adalah:

“ Prima dalam pelayanan, tepat, mudah dan cepat ”.

il Anrl menmarmaresie smed o Y Wiy te -
wiisi dall peénainaiiiai modGal di 1} "bdpatcu Sema;aﬁg

a. meningkaikan standar dan mutu pelayanan perijinan;

b. menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki
perijinan sesual keteniuan yang berlaku;

¢. menumbuhkan keinginan investor / penanam modal
balk Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal
Dalam Negeri untuk melakukan penanaman modal,

d.  mewujudkan profesivnaliias pelayanan perijinan; dan

e. meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam
memberikan pelayanar.

Dalam rangka mencapai visi penanaman modal di

Rabupaien Sermarang tersebut, Pemerintah Kabupaten

Semarang merencanakan target-target capaian kinerja

sebagat berikut :
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a.  Rata-rata pertwnbulian ekonoin Rabupaten Seinarang
antara 5,94 % (lima koma sembilan puluh empat per
seratus  deagun  pertuwmbuhan penduduk  rata-rata
sebesar 1,45 persen per tahun,

b dnvestasl, baik uvesiasi permerintal maupun investasi
swasta meningkat dari tahun ke tahun hingga
mencapai fiila akumulasi sekitar Ry,
20.528.368.000.000,- (Dua puluh trilyun lima ratus
dua pulub delapan mulyar tiga ratus enam puluh

delapan juta rupiah) pada tahun 2025.

IV. Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Kabupaten Semarang

Kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten
Semarang mendasarkan pada prinsip terciptanya pertumbuhan
ekonomi vang berkualitas. Atas dasar prinsip tersebut,
pemerintah Kabupaten Semarang mendorong terciptanya dan
mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusii,
sehingga dapat secara berkelanjutan mendorong penguatan daya
saing perekonomian daerah dan percepatan  peningkatan
penanaman modal.

Secara umum kebijakan dasar tersebut  meliputi
kebijakan berupa :

a. kebijakan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada
dan dilakukan di Kabupaten Semarang;

D.  kebijakan untuk menarik investasi ke Kabupaten Semarang;
dan

¢.  kebjjakan untuk meningkatkan daya saing wilayah dan
sektoral yang akan mendorong berkembangnya investasi di
Kabupaten Semarang.

Untuk mengembangkan iklim penanaman modal yang

semakin kondusif tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang

menempuh kebijakan-kebijakan berikut -

a.  meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, baik
sumber daya alam, sumber daya marnusia, maupun sumber

daya lainnya tanpa mengabaikan peranan potensi yang

1 40



berasal dari luar dan membangun hubungan yang sinergis
antar potensi-potensi tersebut;

meningkatkan efisicnsi perekonomiai melalui pengelolaan
sumber daya perekonomian di semua sektor sehingga dapat
meningkatkan produktivitas perekonomiarn daerah secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan peran teknologi yang
layak dan sesuai dengan tata kelola yang baik;

menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum dan
pelaksansannya, kepastian  berusaha  dari proses  pra-
penanaman modal, pelaksanaan penanaman modal sampai
derigart petyelenggaraan usalia schingga akan
menumbuhkan peningkatan efisiensi  usaha dan
prrekoriomian;

memberikan perlakuan sama dalam memberikan pelayanan
dan  [asilitas  sebagalmana yang dimungkinkan  menurat
peraturan perundang-undangan kepada semua penanam
modal, baik domestik maupun luar regeri;

mendorong peningkatan pemanfaatan tenaga kerja di
Kabupaten Semarang beserta daerah hinterland-nya dan
peningkatan kualitasnya, dan produktivitas tenaga kerja

yang semakin meningkat dan peluang kerja yang semakin

responsif terhadap penyerapan tenaga kerja,;

mendorong para penanam modal  untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan melalui berbagai
program peningkaian ketrampilan dan mempercepat proses
alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia jika penanam
modal adalah penanam modal dari Tuar negeri;
menyediakan informasi bidang usaha yang masih terbuka
dan mendorong peningkatan penanaman modal pada semua
bidang usaha yang masih terbuka yang tersusun dalam
daftar usaha bersasar pada Kiasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI);

mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dan Koperasi melalui peningkatan kemudahan
dalam mendapatkan akses terhadap sumber-sumber
pembiayaan, meningkatkan akses pemasaran  atas

1 .

komoditas dan produk-produk yang dihasilkan, penyediaan
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dan  peningkatan akses wntuk memperolelr  informasi,
peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan
kemampuan mansajerial, dan petlindungan bLidang usalia
yang dikhususkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
{(UMKM) danx Koperasi;

i.  meningkatkan efektifitas dan efisiensi perijinan usaha sesuai
dengan prosedur dan peraturan yaung berlaku melalud
transparansi pelayanan, percepatan pelayanan, kepastian
px:mm yaari, 1, dan kese esuaian ueﬁvdu kebutithan Penanaman
modal,

3+ meningkatkan efisiensi, akselerasi, fleksibilitas dan
keterkaitan antar industri dengan mengembangkan kluster-
wiuster industry; dan

k. mengintensifkan  koordinasi kebijakan, pelaksanaan
kebijakan  penanaman modad yang meliputi tugas-tugas
pelayanan, pengembangan peluang dan potensi, promosi,
peningkatan  kemitraan, peningkatan daya saing dan
diseminasi serta penyebaran informasi dengan pemerintah
daerah dan instansi lain diluas perneriniali.

i

Strategi Pengembangan Penanaman Modal

(]

Pengembangan penanaman modal di Kabupaten
Semarang baik penanaman modal berupa perluasan atas usaha
vang sudah ada sebelumnva maupun berupa saha baru
dilakukan dengan tujuan untuk mendorong tercapainya
peningkatan kescjahteraan masvarakat Kabupaten Semarang.
Peningkatan kesejahteraan ini dibarengi juga dengan mendorong
tercapainya pendapatan masyarakat yvang lebih merata di
Kabupaten Semarang.

Untuk mencapai kondisi tersebut pada akhir periode
jangka panjang pembangunan, rencana pengembangan investasi
disusun dengan memperimbangkan dan mendasarkan pada
potensi dan kekuatan sumber daya yang tersedia, karakteristik
indusiri berdasarkan skala usaha maupun karakteristik sekioral
sehingga dapat dikembangkan keunggulan relatif maupun
keungguian kompetitif, Stralegi ini ditempuh dengan

menerapkan pendekatan berikut :
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Pola ruang kewilayahan ditujukkan pada penanaman modal
ai wilayah daratan yagg mengikats  prinsip-prinsip tata
ruang daratan yang tertuang pada Rencana Tata Ruang
Wilayah  Kabupatenn Semarang 2011-2031. Kegiatan
penanaman modal dalam pola ruang ditujukkan untuk
mendukung perkembangan ekonomi dari aspek spasial,

Pendekatan Sektoral.

Pendekatan ini  beriujuan uniuk semakin mendorong
pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan perkembangan
sektlor-sektor ekonomi terutama sekior-sektor ungguian di
Kabupaten Semarang sehingga mampu menciptakan efek
pengganda ({multiplier effect) yang semakin besar. Disamping
itu, pendekatan juga bertujuan untuk meningkatkan daya
saing baik pada sektor primer, sekunder maupun tersier.

Pendekatan Kelembagaan.

Pendekatan ini bertujuan untuk semakin mendorong
aan baik berkaitan dengan peraturan
yang kondusif maupun institusi usaha, khususnya pada
usaha mikro, kecii dan menengah yang berbasis pada

kekuatan ekonomi lokal.

Pengembangan Penanaman Modal berbasis Kewilayahan

Pengembangan  penanaman  modal  berbasis

kewilayahan di Kabupaten Semarang mendasari pada

Tahun 2011 - 20381 yang tercantum dalam Peraturan
Dacralr  Kabupaten Semarang Nomwor © Tahun 2011
Pengembangan investasi berbasis kewilayahan pada
prinsipoya bertujuan untuk mengoptimalkar penggunaar
lahan dan pengadaan lahan untuk menampung berbagai
aktivitas perkotaan dengan tetap memperiatikan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pengembangan investasi berbasis kewilayahan

dimaksudkan agar tidak terjadi  benturan antara
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peicncanaan tata suang kKota dengan kegiatan investasi
Sebaliknya, kebijakan investasi yang tetap memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW} akan membantu
optimalisasi penggunaan lahan yang terbatas yang disertai

vier bty Lo Yoot Tetiiitae 1o demdag st dn onon omiman 30010 1o
SULLe il i&UillpiCkﬁii}’a ARLIVILaS dall KEDULLnan pﬁhuuduh.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
schagaimana dimaksud dalawn Peraturan Dueral Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Y7

Ruang Wilayal {(RTRW) Kabupaten Semarang adalah :

1. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomar 6 Tahun 2011 Pasal 4 avat
(1), ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah

3
daerah

- EA~ 8 9

2. Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupalen Semarang

Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2), meliputi :

a.  penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah
sebagai penyangga perekonomian utamanya
dengan pengembangan kawasan untuk fungsi
pemukiman  perkotaan, industry, pertanian,
pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasar
lingkungan;

D. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup;

o

pemerataan sarana dan prasarana permukiman,
jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di

seluruh wilayah; dan

d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan

dan keamanan Negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Ia)

Nomor 6 Tahun 2011

™y,

Casal O ayat (1) adalal :

Lo

1. Strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana

wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya
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permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang

berkelanjulan  dan  berwawasan tugkungan  yaug

meliputi :

a.

merungkatkan  fungsi  dan peran perkotaan
Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat
Kegiatan ckonomi baru dan kawasan permukirian
pendukung kawasan metropolitan Daerah;
meningkatkan peran perkotaan Ambarawa sebagai
pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya;
meningkatkan  [ungsi  perkoiaan  Surubh  dan
Tengaran sebagai pusat kegiatan di Daerah bagian
sciatan;

mengembangkan kawasan industri di Pringapus,
Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu sebagai

pusat-pusal gertumbuhan ekonomi  dengan

meningkatkan  pengelolaan  kawasan cepat
berkembang di sekitar koridor jalani arteri primer
Ungaran-Bawen sebagai kawasan strategis bagi
pertumbuhan ckonomi wilayah;

mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
sekaligus mewujudkan Daerah sebagai salah satu
lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah;
mengembatigkan kawasann pertanian  produktif
melalui sistem agropolitan terutama di Kecamatan
Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Surul,
Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak
didukung penyediaan infrastruktur penunjang;
dan

mengembangkan  kawasan pariwisata  berbasis
budaya, alam dan agrowisata terutama di

Kecamatan Bandungan, Sumowono, Ambarawa,
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Strategi pemeliliaraan  dan perwujudan  kelestazian

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

d.

mempertahankan {ungsi hutan lindun sebagai

e

pendukung sistem penyangga kehidupan;

mempertahankan fungsi kawasan resapan air di
seluruh wilayah;

mempertahankan fungsi hindung dan
meningkatkan pengelolaan kawasan sempadan
sungai, kawasan sekitar Rawa Peaing, dan
kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya
kerusakan ekologi;

mempertahankan fungsi lindung dan

meningkatkan pengelolaan kawasan cagar budaya;

dan

meningkatkan penanganan pada kawasan rawan
banjir terutama pada kawasan sekitar Rawa Pening,
Kecamatan Ungaran Timur dan Bancak, kawasan
rawan gerakan tanah dan longsor, serta kawasan

rawan bencana letusan gunung berapi.

& At i - A S - PR g s e
Strategi pencrataan sarana Jait prasaiana peiukinmadi,

jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di

3 P S D | N kT
SCIUULL Waayall, ity .

a.

mengembangkan kawasan pemukiman yang
Iyaian, alnaii, dain seirbarng serta
mempertimbangkan daya dukung lingkungan;

meningkaikan fungsi sistem jaringan jalan dalam
mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah
dengan memperhatikan  tingka pelayanan, daya
dukung lingkungan hidup dan karakteristik

Kerawanan terhadap bencana:
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melakukan pengaturan dan pemisahan moda
transporiasi dl wilayalh perkotaan Ungaran dan

Ambarawa melalui jalan lingkar;

meningkatkan pelayanan terminal  penumpang
yang memadai pada setiap kawasan perkotaan,

Kawasan pariwisata, dan kawasan agropolitar;

melakukan revitalisasi dan pengembangan jalur
kereta api untuk jalur komuter dan wisata pada
jalur  kereta api  Bedono Ambarawa-Tun tang-

Bringin—Kedungjati, serta pengembangan dan

. o . - A3 3£
revitalisasi Stasiun Kereta ; Api Tuntang, Ambarawa,

+
Ci g, Aiadis

Bringin, Jambu dan Bedono untuk mendukung
pariwisala;

mengembangkan sumber daya energi pembangkit
listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas
bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro,
pembangkit listrik tenaga biogas, serta sumber

enﬂ“g! alternatife famnya;

meningkatkan penampungan air melalui
pembangunan waduk dan embung;

membatasi penggunaan air bawah tanah serta
mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan
untuk air baku irigrasi, perikanan, industri dan air
minum;

Mengoplimaikan dati memperivas lahan
pemrosesan akhir sampah di Blondo Kecamatan
Bawen  dengan  sistem sanitury  lundfill  serta
pembuatan zona penyangga (buffer zone) di
sekeliing  kawasan Tempat Pemmbuangan Aklir
Blondo di Kecamatan Bawen serta meningkatkan

peligeioiaan persampahan; dan
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untuk mendukung kawasan pemukiman.
Prioritas wvestasi dalam bentuk penibangunan
pabrik didasarkan pada zona industri yang terdapat di
Rabupaien Scumarang. Kawasan Industrl tersebut
adalah :

Tapel 3

Lokasi Zona Kawasan industri di Kabupaten Semarang

Nama | Jumlah | Luas
No Zona Perusaha Area Dibangun Lokasi
Kawasan ! an
| | Desa Kiepu,
Belum Desa Pringsari
1. | Pringapus ada 268 Ha Belum dan Desa
; P inveator i Wonovoss Kec.
Pringapus.
Kel. Harjosari
Belum J
, ) ! ; C £ dan Desa
2. | Bawen ada 183 Ha | Belum < .
. Lemahireng
mvestor
Kec. Bawen.
, L Relum DBesa Patemon
3. | Tengaran ada 119 Ha Belum dan Butuh Kec.
investor Tengaran.
Belum Desa Timpik
4, | Susukan ada 200 Ha Belum dan Badran
investor Kec. Susukan.
Desa Payungan,
, v Belum ' Muki xz LgL ’
= . i e e miugiran, veis
5. | Kaliwungu ada 200 Ha Belum g ]
. dan Kaliwungu
imnvestor .
Kec. Kaliwungu.
Sumhber - Brrppor{a Krs b ljﬂr:f.:}ﬂ S aroneg, I
umber : Bappeda Kabupaten Semarang, 2013,

Pengembangan Penanaman Modal berdasar Sektor
Ekonomi

Pengembangan ekonomi Kabupaten Semarang
dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan daya
saing daerah. Untuk mencapai kondisi tersebut, penanaman
modal diarahkan  untuk meningkatkan  pertumbuhan
perekonomian daerah yang berkualitas dan
berkesinambungan serta peningkatan pendapatan perkapita
secara bertahap dan berkesinambungan yang
menumbuhkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penanamarn
modal di Kabupaten Semarang dilakukan dengan
memprioritaskan pada sekior-sektor yang mempunyai basis
kuat, baik dari aspek pasokan masukan, dukungan pasar,
dukungan dari indusiri lain yang terkait, baik yang berasal

dari sumber daya lokal maupun nasional, meliputi :
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Sektor Indusiri Primer

Industri primer adalah industri yang mengelola
komoditi - komoditi yang belum atau tidak melalui
proses penciptaan nilal tambeh, vang secara umum
berupa industri pada sektor pertanian (tanaman
kebunan, kehutanan, perikanan d
peternakan). Industri primer di Kabupaten Semarang
diarahkan pada peningkaian, pengembangan,
pemantapan dan penguatan pembangunan industri,
pertanlan dan pariwisata yang diprioritaskan untuk
menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada
sistern  agribisnis  dan  agrowisaia guna  menjamin
ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah.

Prioritas  penanaman  modai  pada  sekior
industri primer dilakukan dengan mempertimbangkan
peranan  sekior basis, kekuaian dan  ketersediaan
sumber daya input, kekuatan pasar, keterkaitan
tecrhadap indusiri lain sehingga mampu meningkatkan
daya saing dan mendorong pertumbuhan perekonomian

yvang berkelanjutan.

Sektor Indusiri Sekunder

Industri sekunder adalah industri vang
mengelola produk yang sudah melalui proses
penciptaan nilai tambah. vang secars umum berupa

industri pada sektor Industri Pengolahan. Penanaman

maAafal naA
ZadaSvAAaL IJ‘A.\A

perluasan atas penanaman modal yang sudah ada
maupn peliaianai modad baru derigan
memprioritaskan industri-industri yang mempunyai
basis pasar yang kuat, mempuinyai keterkaitan dengan
industri yang sudah ada dan keterkaitan dengan
industri daerah hinterland, nempunyai kemampuari
menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai potensi

untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.
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dan Menengah (UMKM) serta industri lokal agar lebih
Rompetitil  Uituk  mendorong tumbuhnya Industri
pengolahan yang mempunyai dan meningkatkan daya
saing penanamnan modal pada industl infrastrakiur
diutamakan untuk pengembangan infrastruktur dasar
dan insfrastrukiur yang mendukung  penciptaan
efisiensi industri baik dari segi transportasi maupun

rantai distribusi.

Sextor Indusiri Tersier

Industri tersier adalah industri yang mengelola
Jjasa baik jasa privat maupun jasa publik, yang secara
umum berupa industri pada sektor jasa transportasi,
jasa keuangan, jasa perdagangan, jasa hiburan dan

wisata, jasa perhotelan dan industri kreatif Derni
terwuyjudnya Kabupaten Semarang sebagai kota
indusiri, pertanian dan pariwisata vang berbudaya
menuju masyarakat sejahtera, pengembangan industri
tersier di Kabupaten Semarang harus dilakukan secara

holistik dan terintegrasi.

Oleh karena iy, penanaman  modail di
Kabupaten Semarang diarahkan pada industri
perdagangan dan jasa-jusa dengan memprioritaskan
industri-industri yang mempunyai keterkaitan yang
Kuat dengan sesama indusiri perdangan dan jasa,
keterkaitan kuat dengan industri pengolahan dan
indusirt di sekior primer, industri perdagangan dan
Jasa yang mempunyai keterkaitan dan dukungan kuat
terhadap kekuaian ekonomi lokal serta mempunyait
keterkaitan kuat terhadap perkembangan ekonomi
daerah hinferiand. Prioritas penanaman modal juga
diarahkan untuk pengembangan industri kreatif

sehingga indusiri kreaiif mampu mendorong indusiri
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unggulan di Kabupaten Semarang.

C. Pengembangan Penanaman Modal pada Usaha Besar,
Menengah, Kecil dan Mikro

2

i.  Usuha Besar dun Menengah.

Penanaman modal pada usaha besar dan usaha
menengah  dilakukan  dengan memperumbangkan
karakteristik industri, keterkaitan dengan industri lain
Daik keferkaitan ke depan maupun keterkaitan ke
belakang yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal.
Usaha ini dilakukan dengan melakukan penguatan
dukungan sumber daya, infrastruktur dan penguatan

jaringan pasar baik nasional maupun internasional.

2. Usaha Kecil dan Mikro.
Pengembangan penanaman modal pada usaha kecil dan
mikro pada semua sektor ekonomi dilakukan dengan
tujuan untuk membawa dan mengarahkan usaha mikro
dan kecil semakin mandiri. Kondisi mandiri tersebut
dicapai dengan melakukan penguatan sistem informasi
usahia kecil dan mikro, penguatan dan penerapan
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan (appropriate
technology), penguatan dan peningkatan keterarmpilan
dan Kkewirausahaan, penguatan jaringan pemasaran,
penguatan  akses  permodalan  dan penguatan
manajerial.
. Tahapan
Untuk menjaga agar arah pencapaian visi jangka
panjang penanaman modal di Kabupaten Semarang dapat
mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang
pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi
Kabupaten Semarang 2023, perin dirumuskan tahapan-tghapan

pencapaian jangka menengah benanaman modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka menengah
penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian

visi  pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang melalui
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penanaunan  modal. Disamping itu, tahapan pencapaian ini
ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas
penanaman  modal dalewn rangka menyusun skala prioritas
tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk
aiclakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan
kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan
perbaikan arah dan strategl untuk mencapal tujuan yang telah

ditetapkan dalam rencana penamanan modal jangka panjang.

Tahap I {2613-2015}
Pelaksanaan Tahapan ke-I diarahkan untuk lebih

menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta
pengualan daya saing perckonomian daerah. Kondisi aman dan
damai diupayakan terus membaik, sejalan dengan meningkatnya
kesadaran dan penegakan hukum dan penegakan hak asasi
manusia di Kabupaten Semarang.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang terus
meningkat ditunjukkan dengan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten
Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. lerbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

dan memiliki keterampilan teknis di segala bidang;

"
J

D.  pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan
Wajar Dikdasmen, kompetensi anak didik dan relevansi
kurikulum,

¢. pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral,

nilai  agama dan budaya lokal dalam rangka

meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan

regional dan internasionai;

d. meningkatnya penghayatan, dan pengamalan ajaran
agama / kepercayaan bagi setiap pemeluk agama dan

penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
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yaug disertal dengan Kerukunan antar dmai;
€. pengembangan dan penerapan hasil penelitian Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yg mamapu mendorong

berkembangnya teknologi di berbagai bidang; dan

]

pengembangan tatanan sosial politik kemasyarakatan
dan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahitera, sehal dan

cerdas.

Meningkaikan kemandirian perekonomian daerah yang
berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian
ian  pariwisata {(INTANPARI} seria sektor lain yang
berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai

perikul ;

a. pengembangan jenis dan kualitas bahan baku lokal

industri melalui teknologi tepat guna yang berwawasan

b. penyusunan Detail Enginering Design (DED) Kawasan

Indusirg

c. pengembangan kualitas dan produk wisata melalui

promosi wisata;

- crlemtmim Tira i e ol g T
priilignaiail GQiverSiiikasi proa
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U per tanian (tanamau
pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakan) diarabkan pada sistem  agribisnis dan
agroindustri, menjamin ketahanan pangan; dan

€. pengembangan kelembagaan petani melaiui kemudahan
memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian.

Meningkatkan kepemeriniahan yang baik {gooud governance),

demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur

vang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai

berikut :

a. peningkatan penyelenggaran pemerintahan yvang efektif
dan efisien sesuai prinsip good governance melalui

peningkatan  transparansi  dan  keadilan  dalam
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pruyelenggaraan pemeriniahan daerah,

mengembangkan efisiensi dan efektivitas pengawasan

dengan membentuk sistemn pengawasan yang terpadu;

pengembangan teknologi informasi sebagai sarana
partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan:

peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan
Standar Pelayunan Minimal pada bidang pelayanan
dasar yang memenuhi indeks kepuasan masyarakat;
dan

penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan
hukum melalui peningkatan kesadaran politik, penegak
hukum yang didasari prinsip keadilan dan Hak Asasi

Manusia.

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana

prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan

wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan perturmnbuhan

ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a.

pengembangan perekonomian daerah berlandaskan
ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat
darn menumbuhkan jiwa kewirausaliaa,
pengembangan investasi daerah pada sektor industri,
pertanian, dan pariwisata dalam rangka mewujudkan
pemerataan pertumbuhan ekonomi;

pengembangan  penyediaan fasilitas urum, sarana
prasarana transportasi dan penunjangnya dengan
melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan,
tenaga keria kesehatan, dan sarana prasarana
kesehatan;

&

pengembangan sarana prasarana, infrastrakiur, dan

fasilitas pelayanan pendidikan;
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ketahanan pangan;
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kebutuhan pasar melalui pengembangan desain yang

1 . * M 1. 1 N
VCICU Kilas dacial; dan

penataan kawasan pemukiman yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan selaras dengan tata ruang.

x4 v S R R L VR A o B g ey 3 1T R
tILDERALKAll  Kepasteaul  ukuim, penegakan Hak Azazi

Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,

serla periindungan anak di semua bidang pembangunan,

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

“
The

o

by

pengembangan prmberdayaain perempuan daii
perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan

kKualitas hidup;

peningkatan budaya masyarakat dalam penegakan
keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan

kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan

pembangunan;

peningkatan  peran  serta  masyarakat untuk
mewujudkan keamanan, ketertiban | persatuan,

Kesatuan serta kerukunan masyarakat,

pengembangan sistem keamanan rakyat terpadu;
peningkatan  perlindungan  terhadap hak  asasi
masyarakat;

pengembangan  budaya dalam  mematuhi  dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
DeTlaku; dan

pengembangan budaya masyarakat dalam memahami
prinsip-prinsip hukum dan, pencgakan Hak Azazi

i1

Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta

perlindungan anak.
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Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya,

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut .

a. pemantapan kelembagaan pengelola Sumber Daya Alam
dasr Lingkunyan Hidup berbasis wisaiu;

b. pemantapan penerapan teknologi pertanian ramah
lingkingan dalam rangka peningkatan produktifitas;

C pemaniapan pengoiclaan kawasan  scbagai ruang
terbuka hijau sebagai paru-paru kota;

d. pcngtzuibaugmi pengcivlaan lalianr d sekior pertaiias
yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfatkan
stukiut tanal vanyg ada,

€. penguatan fungsi kelembagaan dalam menjaga dan
atau memperiuas hutan lindung untuk menaggulangi
daerah vang berpotensi erosi;

f.  penguatan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air
dalam rangka peningkaian kesejahieraan masyarakat.

Tahap i {(2016-2020;
Pelaksanaan Tahapan ke-1I diarahkan untuk mengembangkan
pabangunan  secara  wenyclurah di segala bidang dengan

menekankan upaya pencapaian daya saing kompetitif daerah

}"bilig L‘tﬁidilddl‘jﬂdil }‘.&Cullggl.llbﬂl SUile Udyd aidiil adliil summoer

daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi

yaug terus meningkai. Daya saing perekonorian Kabupaten

Semarang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin

terpadultya industri manufaktur yang ditandai dengan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten
Semarang yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. terbentuknya Sumber Daya Manusia di segala bidang
yang berkualitas , memiliki keterampilan teknis dan

berdaya saing;
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tenaga pendidik, peningkatan relevansi kurikulum;

¢. pembentukan karakier masyarakat vang verbudaya,
tangguh, tahan dalam dinamika pergaulan regional dan

miternasional;

d. menguatnya penghayatan dan pengamalan ajaran
agama/kepercayaan serta kerukunan hubungan antar

umag,

€. penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dan
kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi imu

Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai dengan

T

kebutuhan masyarakat luas termasuk industri; dan

f.  penguatan tatanan sosial politik kemasyarakatan dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk
mewuiudkan masyarakal vang seiahtera, sehat dan

cerdas.
Meningkaikan kemandirian  perekonomian  daecrah yarng
berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian

1 M s L TA T
udii  parlwisatla {1

ANFPARI} seria  sekior lain yaig
berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai

LDCriKuUL ;

a. pengembangan jenis dan kualitas bahan baku lokal
industri melalui teknologi tepat guna yang berwawasan

lingkungan:

b. pembangunan Kawasan Industri;

¢ pongemibanigan kualitas dan produk wisata melalui
promosi wisata dan kerjasama regional;

d.  penguaian pembangunan perianian (lanaman pangari,
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan)
yvang  darankan  untuk produk-produk sistem
agribisnis, menjamin ketersediaan pangan serta
menciptakan swasembada pangan dan ekspor; dan

e. pengembangan kelembagaan petani melalui kemudahan

memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian
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Meningkatkan kepermnerintahan yang baik {good governancej

3

demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur
yang kompeten dan profesional, bebas dari prakiik korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai

berikui

a. peningkatan penyelenggaran pemerintahan veg efektif
dan efisien sesuai prinsip good govermnance melalui
peningkatan  transparansi dan  keadilan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b, mengembangkan efisiensi dan efektivitas pengawasan
dengan membentuk sistern pengawasan yang terpadu;

¢.  pengembangan teknologi informasi sebagai sarana
partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan;

d. peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan
SPM  pada bidang pelayanan dasar penunjang
pertumbuhan  ekonomi  vang  memenuhi  indeks

kepuasan masyarakat; dan

¢ penguatan sistein demokrasi, politik dan penegakan
hukum melalui peningkatan kesadaran politik, penegak
1Y~

nukum yauy dilandasi prinsip keadilan dan Hak Azazi

Manusia.

Meningkaikan kualilas, kuantitas dan pemeraiaan sarana

prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan

wilayah, penycdiaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan
ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. pengembangan perekonomian  dacrah  berlandaskan
ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat
dan menumbubkan jiwa kewirausahaan dalam ranvka
menanggulangi kemiskinan;

L. penguatan invesiasi daecrah  pada  sekior mdustri,
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pemerataan pertumbuhan ekonomi;

.y

peitcrataann  penyediaan  fasdilas amuan,  saracsa
prasarana transportasi dan penunjangnya dengan

NCHUH LKL Hidsydi dRkal Udil duiiia Udadig,

penguatan jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan,
SNAg: keria kesehatan, dan sarana prasarana

kesehatan serta pelibatan masyarakat;

pengemoangan sarana prasarana, inirasirukiur, dan
fasilitas pelayanan pendidikan;

pengolaban jenis dan ragain pangan dengan teknologl
dalam rangka ketahanan pangan;

periuasan akses pemasaran dan jejaring kemitraan baik
di tingkat lokal, regional, maupun nasional;

pengembangan Kawasarn pPeMuUuKinan beserta
fasilitasnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
selaras dengan tata ruang, serta menciptakan titik-tittk

baru perkembangan ekonomi; dan

tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar
yang merata, berkualitas, dengan kuantitas yang
seirnbang  untuk memudahkan akses 1nasyarakat
secara cepat, tepat dan murah berdasarkan potensi

geogralis di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Meningkatkan Kkepastian hukum, penegakan Hak Azazi

Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,

sceria perlindungan anak di semua bidang pembangunan,

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

&.

penguaian pemberdayaar perempuar dan
perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan

LU LU T
Rudlitas iy,

pemantapan  budaya penegakan keadilan dan

supremas: hukum dalam hubungan kermnasyarakatasi,
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penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan
keamana, ketertiban, persatuan, Kesatuan seria
kerukunan masyarakat;

pengembangan sistemn keamanan rakyat terpadu dalam
melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala

tindak kejahatan;

berkurangya kasus kekerasan dan diskriminasi dalam
kehidupan bermasyarakat;

(AR AR N SN S I’.I AT e
iahal Udiail .iu..;uatu i il

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang
ukung oleh kepastian hukum, penegakan Hak Azazi

Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta

A T P o 1. o PR, N & R 9 B &
Meamngkatkan  pengelolaan  sumber daya alam dan

lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya,

LEL_ uli.ld.l ULCE‘ .[id.l “.dl S ._}CL}.,CU. U‘Ll .thLd.

a.

o

bty

pemantapan kelembagaan pengelola Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup berbasis wisata;
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lingkungan dalam rangka peningkatan produktifitas;
pemantaparn  pengeitlaann  kawasan  sebagal ruang
terbuka hijau sebagai paru-paru kota;
pengembangan pengelolaan lshan di sekior perianian
yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfatkan

struktur tanah yang ada;

penguatan fungsi kelembagaan dalam menjaga dan
atau memperluas hutan lindung untuk menanggulangi

daerah yang berpatenst erasi; dan

penguatan kelembagaaan pengelolaan Sumber Daya
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masyarakat

C. Tahap III {2021-2025;

Pelaksanaan Tahapan  ke-III merupakan suatu  upaya

mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang adil,

mandiri dan sejahtera melalui pembangunan di berbagai bidang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetnf di berbagai wilayah

Kabupaten Semarang yang didukung oleh Sumber Daya Manusia

berkualitas dan  berdaya saing. Kondisi tersebui  ditandai

dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten
Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilrma pengetahuan
dan teknologi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

@ lersedianya Sumber Daya Manusia di segala bidang
yang berkualitas, memiliki keterampilan teknis dan
berdaya saing;

b. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar 9
(sembilan) tahun yang bermutu dan terjangkau untuk
mewujudkan pemeratazn pendidikan dasar di selurn
Kabupaten Semarang, sesuai kemampuan keuangan
laerah;

¢. pemantapan karakter masyarakat jatidiri tangguh,
berinoral, mampu bLersaing, tahen dalam dinamika

pergaulan regional , nasional dan internasional;

terwyjudnya  laianan  kehidupan masyarakat yang

..
C
:

harmonis dalam suatu suasana yang agamis dan
demokratis;

€. pemantapan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi berbagai bidang secara kompetitif dalam
mewwjudkan kemandirian daerah dan keseiahteraan

masyarakat; dan
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i. prinaniapai laidiail sosial POl kcn’;agyarakatan dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk
mewujudkan asyarakal vang sejuliters, sehat dan
cerdas.

Meningkatkan kemandirians  perekonomian  daerah vang

berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian

-

dan  pariwisata (INTANPARI} seria sekior lain yar

b

berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai
Lerikut .
a. penggunaan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna

dalam industri yang berwawasan lingkungan;

e 2 A , T P ey Y 3, ~
3, CI5&Gia iya Hawasan mmaustis yang scsuai GOIigan

pengembangan tata ruang dan dikelola secara efisien
dengan kualitas yang lebin baik;

c. terwujudnya kepariwisataan untuk mendukung Sapta
Pesona dan meningkatnya ragam serta kualitas produk

pariwisata serta promosi wisata dengan memanfaatkan

kerja sama kepariwisataan regional dan nasional;

Cu

pemaniapan  pembangunan  pertanian  (tanaman
pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakanj dan kelautan diarabkas menghasitkan
produk-produk agribisnis menjamin ketahanan pangan

menciptakan swasembada pangan dan ekspor; dan

e. penguatan kelembagaan petani melalui kemudahan
memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian

menuiu pertanian berbasis teknalagt.

Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance),
demokralis, dan berianggung jawab, didukung oleh aparatlur
yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi,
Rolusi dan nepolisme {(KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai

berikut :

a.  peningkatan  penyelenggaraan pemeriniahan yaug
efektif dan efisien sesuai prinsip good governance
melalui peningkatan partisipasi, efektivitas,

akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam
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peayeienggaiaan pemerintahian daer aii,
b.  terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengawasan
aparatur pewerintan daerah mielaiai sistemn

pengawasan terpadu;

e

terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
melalul teknologi informasi;

d. terwujdunya kualitas pelayanan publik melalui
peningkatan kompetensi sesuai kewenangan
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada

seluruh bidang pelayanan yang memenuhi indeks

\rr ™ b k) - A
LLpuasan masyaraxsat; dan

€. pemantapan sistem demokrasi dan politik, penegakan
hukuam melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat,
penegak hukum dengan prinsip transparansi, keadilan
dai Hak Azazi Manusia.

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana

prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan

wilayah, penycdiaan pclayanan

ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. terwuyudnya sistem perekonomian daerah yang

berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui
pemberdayaan masyarakat dau menumbuhkan jiwa
kewirausahaan dalam rangka menanggulangi

kemiskinan,

b. terwujudnya investasi daerah pada sektor industri,
pertanian, dan pariwisata dengan didukung sektor
lainnya dalam rangka mewujudkan pemerataan
pertumbuhan ekonomi;

¢. terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur
dan sarana prasarana penunjangnya yang dibiayai oleh
pemerintah atau bekerjasama dengan pihak lain;

d. terwujudnya  jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakai dalam rangka budaya hidup sehat;
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terwujudnya sarana prasarana, infrasuuktur, dan
fasilitas pelayanan pendidikan;

-

terwujudnya ketahanan pangan inelalul pengolahan
jenis dan ragam pangan dengan teknologi tepat guna;
pemantapan sistem pemasaran produk iokal baik di
tingkat lokal, regional, maupun nasional;
terwujudnya kawasan-kawasan permukiman yang
mampu menggerakkan roda perekonomian; dan
terwujudilye  pemerataan sarana  dainn prasarana
pelayanan dasar yang berkualitas sesuai dengan
% st gy Ea o s e o PRSP SNPITTES DUIPPTS DU S DL NI i N SN
CUanlilas yarig seinpaiig ai seidrun wuayal: kavupaten
Semarang untuk memudahkan akses masyarakat,
secara Cepal, wpal dan muarail berdasarkan potensi

geografis.

Meningkatkanr kepustian  hukum, penegakan Hak Azazi

Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,

serte periindungan anak di semua bidang pembangunan,

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

prim

pemaniaparn pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melalui kesetaraan dan keadilan
gender dalam dan peningkatan kualitas hidup;

tegaknya keadilan dan supremasi hukum dalam
hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan

pemerintahan, dan pembangunan;

meningkatnya keamanan, ketertiban , persatuan,

Kesatuan scria kerukunan masyarakat,

terwujudnya perlindungan dan pengayoman
masyarakat dari segala tindak kejahatan;

terwujudnya kondisi kehidupan bermasyarakat yang
menjunjung tinggi: persamaan hak;

erwujudnya kepatuhan masyarakat dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

beriaku; dan
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bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum,
peiegakan  Hak  Azasi  Manusla, Kesclaraan  dan

keadilan gender, serta perlindungan anak.

Meningkatkan pengelolaan  sumber daya alam  dan
lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya,
ditandai oleh hal-hal sebagai berikut .

a. terwuwudnya obyek wisata alam yang berwawasan
ingkungan.,

b. meningkatnya produktivitas petani dengan pengolahan
lahan pertanian dengan sistem organik;

¢, tersedianya ruang hijau sebagai paru-paru Xota;

d. pemantapan pengelolaan lahan di sektor pertanian yang
mengarah ke agrobisnis dengan memanfaikan struktur
tanah yang ada;

¢, meningkatnya iuas hutarn lindung untuk
menanggulangi daerah yang berpotensi erosi; dan

f.  terciptanya ketertiban dalam pengeloiaan Sumber Daya
Alam.

HKoadisi yang mendukuig.

Tugas wutama pemerintah adalah menciptakan
kerangka legal untuk mendukung iklim usaha yang kondusif
(Stiglitz, 2000). Dengan demikian, kebijakan pemerintah;
wimasuk diantaranya adalah regulasi yang berkaitan dengan
investasi dimaksudkan untuk menciptakan kepastian usaha,
schingga iklim investast akan semakin kondusif. Oleh karena
itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial,
puiitik, hukum, pertahanan dan keamanan yang mendasari
asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Rabupaten Semarang int dipemuhi, maka berbagai target
capaian yang ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman
Modal mi akan dapal dicapal. Faktor-fakior pendukung ini

mencakup faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari
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wilayals dutnostik balk dacrals maupun nasional, dan faktor
eksternal yang bersumber dari luar wilayah domestik atau
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Faktor pendukung domestik berupa sinergi harmonis
auntara Kekuatan dan  pelaku ekonomi, sosial dan  politik,
ketaatan para pelaku terhadap hukum dan peraturan yang
beriaku, dan terlaksananya kepastian hukum, terjaga dan
terjaminnya keamanan yang akan bermuara pada kondisi yang
siabil.

Kecenderungan  perkembangan  berbagai faktor
tersebut menunjukkan adanya trend positif yang mendorong

tklim usaha yang semakin kondusif.

Berdasarkan kondisi saat ini adalah faktor-faktor
Iingkungan yang Dberpengaruh  terhadap pelaksanaan
pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai

perikut ;

A. Faktor internai

1. Kekuatan

a. letak Kabupalen Semarang yang strategis,
berada di perlintasan jalur ekonomi dan
transporiasi kota seperti Semarang, Yogyakarta,

dan Surakarta (Joglosemar);

o

penduduk dalam jumlah besar sebagai sumber
daya potensial dan produktif bagi pembangunan
daerah;

€. sektor industri yang memberikan sumbangan
terbesar  dalam  perekonomian  Kabupaten

Semarang;

c.

merupakan wilayah vang memiiiki sumber daya
air yang cukup besar, potensi pertanian yang
besar dan kaya akan Obyek Wisala;

€. perkembangan ekonomi yang semakin baik
merupakan  daya  lanik  iavestor  untuk

menanamkan modal;
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verkembangnya demnokrasi inasyarakat lokal

memiliki dampak dalam pembangunan politik;
komiimen kKuat dari Perueriniah Daerah dalam
menjalankan

program-program yang

direncanakan  dalam  proses pembangunan

daerah;
peningkatan usia harapan hidup masyarakat
yang menunjukkan

kemajuan di bidang

Kesciiaian,

jumlah aparatur pemerintah daerah yang
tieiadal dalain ticimberikan pelayanan publik,
kondisi kerukunan hidup antar umat beragama
yang narmonis; dan

memiliki  kearifan budaya lokal yang dapat

membuperikan andii dalam pembangunari,

Kelemahan

a.

.ci‘ld

kondisi geografis di daerah Gunung Merbabu,
Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran yang

berpatensi rawan bhencana;

beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten

Scinarang berpotensi erosi dan tanah longsor;
jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;

adanya  kesenjangan pembangunan — antar

wilayah mengakibatkan potensi disintegrasi

daeraii,
apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal

cenderung menurun,;

pendidikan, kesehatan, perumahan
pemukiman secara umurn masih rendah;
kesadaran masyarakat terhadap kelestarian
lingkungan masih rendah;

Yrvovn enTn
n\.-gagasa i

lIindung

berpotensi tanah longsor;
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?&"

penyediaan iruang terbuka hijau terutama di
perkotaan semakin berkurang;

terjadinya penurunan lahan perianian akibat
pengembangan kawasan industri dan
perumanan perpotensi menimbulkan rawan
pangan;

penggunaan pupuk anorganik cukup tinggi yang
menyebabkan kesuburan tanah menurun;

masih ungginya  tingkat  ketergantungan
keuangan daerah terhadap pemerintah;

belumnn  oplimainya  upaya intensifikasi  dan
ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber
pendapatan daeral,

budaya masyarakat yang kurang mempunyai
jwa wirausaha sehingga tidak memiliki daya
saing,

rendahnya kesadaran aparatur dan masyarakat
terhadap peningnya investasi;

rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam

pelaksanaan pelayanan publik;

pengembangan kawasan industri berpotensi

meningkatnya urbanisasi;

belum optimalnya upaya pengarusutamaan
gender dalam proses pembangunan; dan
pcningkatan daya

menimbulkan konsumerisme di masyarakat.

Faktor Eksternal

1.

Peluang

a.

tingginya minat investor yang ingin berinvestasi

di Kabupaten Semarang berpotensi

168



[\

berkemnbanginya  Kawasann  iodusiri sehingga
dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan

3. U S i . _— IRV, SR 1
ROSCjaiilciaail iiidsydidid,

adanya semangat global untuk “kembali ke
alam” maka kondisi geografis daerah Kabupaten
Semarang vang berupa pegunpungan diantara

Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo dan

5

Gunung Merbabu memik? petuang
I

pengembangan pertanian, hutan lindung dan

wisalte,

tuntutan Peraturan Perundang-undangan
terhadap terciptanya good governance dalam
penvelenggaraan pemerintahan, dapat menekan

kebocoran penggunaan angaran dan

penyalahgunaan kekuasaan

X A *y

berkembangnya teknologi informasi di berbagai

bidang pembangunan, mendorong —upaya

peningkatan pelayanan publik;

terbukeutya iklim berusaha dapat mendorong

peningkatan lapangan kerja sektor informal;

pertumbunan pusat-pusat perekonomian baru,

berimplikasi pada peningkatan sumber-sumber

pendapalan dacrali, dai

kebijakan pemerintah untuk membangun jalan
) b gun j

tol dan jalan lingkar mendorong pertumbuhan

pusat-pusat perekonomian barua.

Ancaman

a.

dampak globalisasi menimbulkan penurunan
nilai-nilai moral masyarakat;

gciicarnya budaya asing yang masuk scbagai
perkembangan Teknologi Informasi, dalam
beberapa hal bertentangan dengan nilai

lokal;
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L. HidsUKiys  oiidga Kerja asiig  yang tdax

terkendali berpotensi mengancam tenaga kerja
iokai,

d. krisis ekonomi global menyebabkan turunnya

N 1
i

nlas ekspor yang berdampak pada pengurangan

jumlah produksi dan tenaga kerja;

€. adanya kompetisi antar daerah baik langsung
maupun tidak langsung dalam pengembangan
pusal pertumbunan ekonomi seperti kawasan
industri dan kawasan pusat bisnis berpengaruh
terhadap minat invesior;

f.  pemanfaatan potensi SDA Kabupaten Semarang
oleh daerah lain tanpa kompensasi kepada
daerah  mengakibatkan menurunnva dava

dukung lingkungan;

adanya wacana dan  rencana  pemekaran

e

kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan

I A T o [,
Kabupaten Semarang, deaus

h. tidak adanya pembatasan kepemilikan
kendaraan bermotor menyebabkan kepadatan
lalulintas  vang  berdampak  menimbulkan

kemacetan, polusi dan kecelakan.

Headaan yang bisa Mengganggu

Faktor vang bisa mengganggu tercapainva target dalam RUPM
ini berupa faktor-faktor yang mendorong terjadinya
penyimpangan asumsi-asumsi yang mendasari perencanaan
ini. Faktor-faktor ini bersifat uncontrollable dan tidak dapat
diperkirakan (unprediciablej, Laik berupa fakior domestik
maupun global internasional. Termasuk ke dalam faktor
pengganggu il adalah kondisi yang ada saat ini {existing)

yang berupa hambatan-hambatan terhadap investasi.

Fakior domesiik yang bisa mengganggu berupa faktor yang

akan menciptakan persepsi negatif para penanam modal atas
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iklini investasi  di Kabupaten Semevang. Berbagai

kecenderungan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

i. Tingginya tingkat korupsi. Tingginya tingkat korupsi
antara lain ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Persepsi
Rorupsi {Corrupiion Perception Index). T ingginya tingkat
korupsi ini menunjukkan potensi tingginnya inefisiensi
perekonomoian dann  akan dapat semakin menurunkan
tingkat kepercayaan investor terhadap pengelolalaan
nangjemen makro perekonomian . Selain ity, tingginya
tingkat korupsi ini menunjukkan adanya ketidakpastian
hukum dan juga akan memperiinggl risiko invesiasi di

Indonesia.

1

Tingginya tngkat kemiskinan dan tingkat penganggurari.

!:\J

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang
tinggl menunjukkan  banyaknya orang miskin dan
menganggur. Hal ini juga menunjukkan masyarakat
yang daya Dbelinya rendah  juga  sangat banyak.
Rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor yang
tidak kondusif uniuk penanaman modal.

3. Kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah
berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Wilayah-
wilavah vang relatif miskin pada umumnyva juga rendah
ketersediaan infrastrukturnya. Karena itu, kesenjangan
antar  wilayah  blasanya  juga  menggambarkan
ketidakmerataan penyebaran infrastruktur. Semakin
tidak merata kelersediaan infrasirukiur, semakin tinggi

kecenderungan terjadinya kesenjangan antar wilayah.

:Ia

Ancemnan krisis ckonomi dunia yang tidak bisa
diperkirakan penyebabnya. Ancaman krisis ini bisa
terjadi  karena berbagai sebal vyang tidak bisa
diperkirakan, misalnya karena melonjaknya harga
minyak di pasar dunia yang akan mengganggu pasar
energi dunia, atau bahkan juga akan mengganggu pasar

modal duriia.

Selain berbagai faktor tersebut, ada faktor-faktor lain yang

bisa mengganggu investasi tetapi tidak bisa diperkirakan
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P 1
pada perekonomian dan kehidupan masyarakat secara masif.

Froyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Semarang

Pada tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk
Kabupaten Semarang meningkat dibandingkan kondisi
kesejahteraan saat ini. Ukuran kesejahteraan ini dilihat dari
pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Semarang tahun
2025, Kenatkan pendapatan perkapita ini termaktub dalam
Misi Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025
angka 2 (duaj] yaitu : Meningkatkan kemandirian
perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan
yailu industry, perianian dan pariwisata (INTANPARI) serta

sektor lain yang berwawasan lingkungan.

Sclain  pendapatan  per kapita  yang meningkat,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang hingga 2025
juga meningkal. Sifal peningkatan pertwunbuhan ekonominya
adalah berkualitas dan berkesinambungan. Sifat
pertumbuhan  ckonomi  yang  berkualitas  salah  satu
indikatornya adalah elastisitas kesempatan kerja yang
scimakin  meningkai.Elastsitas  kesempaian  kerja yang
meningkat ini mencerminkan kemampuan pertumbuhan
ckonomi dalarm penyerapan tenaga Kerja atau penyediaan

lapangan pekerjaan.

Penciplaan lapangan kerja yang ada berbasis pada
penciptaan lapangan kerja berbasis pada industry lokal
Kabupaten Semarang. Guna mendorong pertumbuhan,
semakin cepat dan luasnya lapangan kerja, diperlukan
Kesempatan berusaha yang semakin  luas, berbagai
kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk
menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mencapai kondisi ideal tahun 2025 tersebut,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang ditempuh

melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.
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Kebutubian  unituk mencapai  pertuinbulian  ekonomi yang
berkualitas tersebut dilakukan dengan capaian dan
kebutuhian pertatnbulan serta investasi.

Proveksi kebutuhan investast di  Kabupaten

Semarang didasarkan pada asumsi-asumsi berikut :

1. Periiaku variabei-variabel ekonomi makroe Kabupaien
Semarang didasarkan pada perilaku historis variabel-

varaibel tersepbul dalam kurun wakiu 10  tahun

sebelumnya.

2. Efisiensi perekonormian akan mmeningkatl secara terus-
menerus dan linter dari waktu ke waktu secara
Konsisten. Kondisi i ditunjukkan oleh tren incremental
capita output ratio (ICOR) yang cenderung menurun.

3. Daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja dan

kepekaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
terus meningkat dari waktu ke waktu secara konsisten.
Kondisi ini ditunjukkan oleh elastisitas kesempatan kerja

yvang cenderung meningkat dari wakiu ke waktu.

4. Penurunan tingkat pengangguran, pertumbuhan
lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan penduduk
merupakan target kebijakan, sementara pertumbuhan

ekonomi dan investasi merupakan prasyarat yang harus

PRSI 9

dicapal untuk mencapal berbagal target kebijakan

tersebut.

Kebutulian  investast wehiputi mnvestasi  yvang
dilakukan pemerintah dan investasi yang dilakukan oleh
swasia, balk invesiasi swasia asing mclaiui  penanaman
modal asing (PMA), investasi swasta domestik melalui
peliatiarnarr modal dedam rnegeri (PMDN) madpun mnvestaasi
swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar
dilakukan oleh usaha miikro kecil dan menengah (UMKM) di

berbagai sektor.

Kebutunan investasi pemerintah diperiukan untuk
menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastuktur

dan sarana pubiik dalam rangka menyediakan pelayanan
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Kebutuhan iavestasi swasta diperlukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan
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na
f
semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara

verkesinambungarn.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten
Semarang sebagaimana diinginkan tersebut diperlukan
1 yang tukan hanya jumlah dan porsinya yang harus
meningkat tetapi sebarannya juga semakin meluas ke
berbagar sekior. Lebih dari itu, kualitas ikl investasi juga
harus semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal ini, maka
stirateg 1 investasi harus uitﬁtl‘ludllgﬂdll kKearal tercapainya

capaian-capaian berikut.

Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata 5,69 persen
dari tahun 2013 sampai tahun 2025, diperlukan investasi
totai sekitar Rp. 20.528.368 juta pada tahun 2025. Total
investasi tersebut kemudian dibagi menjadi investasi
pemerintal, investasi penanaman modal dalam negeri
tercatat dan belum tercatat serta investasi penanaman modal

a8111g.
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